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ABSTRAK
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak bagi Narapidana yang salah satunya
yaitu hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat sebagaimana juga diatur lebih khusus
dalam Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK 04-10
Tahun 2007 . Cuti bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lembaga
Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak didik yang dipidana 1 (satu) tahun
kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
Dengan adanya aturan tersebut penulis tertarik membahas mengenai pelaksanaan
daripada Cuti Bersyarat ini karena seperti yang kita ketahui Cuti Bersyarat ini
merupakan salah satu program Pemerintah dalam mengurangi masalah kelebihan
daya tampung yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sementara mengingat
dalam mendapatkan Cuti Bersyarat tersebut juga membutuhkan waktu dan proses
yang cukup lama sedangkan Cuti Bersyarat didapatkan oleh narapidana yang
mendapat pidana dibawah 1 tahun. Adapun rumusan masalah yaitu mengetahui
bagaimana pelaksanaan Cuti Bersyarat di lembaga Pemasyarakatan kelas II A
Padang dan apa saja kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan tersebut.
Dari hasil penelitian pelaksanaan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Padang telah terlaksana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun bila ditinjau dari tujuan
dilaksanakannya program Cuti Bersyarat ini yaitu untuk mengurangi over capacity
yang ada di LAPAS Padang, masih belum berhasil karena dari awal terlaksananya
program Cuti Bersyarat hingga saat ini kondisi LAPAS tetap mengalami over
capacityDari hasil penelitian penulis juga menemukan kendala-kendala yang
penulis kelompokkan menjadi 3 batasan yaitu dari pihak Narapidana yang
bersangkutan, dari segi anggaran dan waktu.
